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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

yang telah menganugerahkan banyak nikmat sehingga kami dapat 

menyusun buku ini dengan baik. Buku ini berisi tentang kondisi 

ditengah pandemi covid-19 yang telah terjadi di hamper seluruh 

dunia, termasuk Indonesia. Dampak dari pandemi ini sangat luar 

biasa, hamper semua usia dapat menjadi korban. Salah satu korban 

yang tidak bisa dihindari yaitu pada anak-anak. Mengingat anak 

merupakan asset penerus bangsa, masa dalam buku ini dibahas 

mengenai perlindungan hukum dan Kesehatan anak selama masa 

pandemic COVID-19.  

Buku ini disusun dari beberapa penulis yang memahami 

ilmu tentang Kesehatan dan hukum Oleh karena itu kami 

sampaikan terima kasih atas waktu, tenaga dan pikirannya yang 

telah diberikan. Dalam penyusunan buku ini, kami menyadari 

bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. 

Sehingga kami selaku penulis sangat mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun dari pembaca sekalian.  

Akhir kata Semoga buku ini dapat memberikan manfaat 

untuk kami khususnya, dan masyarakat Indonesia umumnya. 

Terima kasih 
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BAB 

1 ANAK DITENGAH PAND EMI (NAVIGASI PERLINDUNGAN HUKUM DAN  KESEHATAN A NAK SELAMA COVID-19)  

 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini, hampir setiap orang di seluruh dunia telah terkena 

penyakit corona virus 2019 (COVID-19), yang merupakan pandemi 

kelima setelah pandemi flu 1918. Sampai sekarang, dapat dilacak 

laporan pertama dan wabah berikutnya dari sekelompok kasus 

pneumonia manusia baru di Kota Wuhan, Cina, sejak akhir 

Desember 2019. Tanggal paling awal timbulnya gejala adalah 1 

Desember 2019. Gejala pasien ini, termasuk demam, malaise, batuk 

kering, dan dispnea, didiagnosis sebagai pneumonia virus.1 Awalnya, 

penyakit itu disebut pneumonia Wuhan oleh pers karena area dan 

gejala pneumonia. Hasil sekuensing DNA2 seluruh genom 

menunjukkan bahwa agen penyebabnya adalah virus corona 

baru. Oleh karena itu, virus ini adalah anggota ketujuh dari 

keluarga coronavirus yang menginfeksi manusia. Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) untuk sementara mengistilahkan virus 

baru 2019 coronavirus (2019-nCoV) pada 12 Januari 2020 dan 

 
1 C. Huang, Y. Wang, X. Li, L. Ren, J. Zhao, Y. Hu, et al, “Clinical features 

of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan”, China” Journal 

Lancet, 395, 2020, hlm. 497. 
2 Sekuensing DNA atau pengurutan DNA adalah anggota atau teknik 

penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Urutan tersebut 

diketahui bagi sekuens DNA, yang merupakan informasi paling mendasar 

suatu gen atau genom sebab mengandung instruksi yang dibutuhkan bagi 

pembentukan tubuh makhluk hidup. Lihat, Rogers, K., ed.), New Thinking about 

Genetics, New York: Britannica Educational Publishing, 2010, hlm. 132 

ANAK DITENGAH PANDEMI 

(NAVIGASI PERLINDUNGAN 

HUKUM DAN KESEHATAN 

ANAK SELAMA COVID-19) 
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BAB  

2 TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN K ONSEP HAK ASASI MANUSIA  

 

 

A. Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman 

kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka 

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau 

dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya 

hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk 

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari 

gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.47  

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan 

martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang 

dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari 

kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang 

akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan 

konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap 

hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak 

terpenuhinya hak-hak tersebut.48 

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari 

perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. 

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan 

adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh 

manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan 

 
47Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina 

Ilmu ,Surabaya, 1987, hal.25 
48Ibid 

TEORI PERLINDUNGAN 

HUKUM DAN KONSEP HAK 

ASASI MANUSIA 
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BAB  

3 KEBIJAKAN KESEHATAN PADA MASA PE NDEMI COVID-19 DAN PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK ANAK  

 

 

A. Kebijakan Kesehatan Pemerintah Pada Masa Pendemi Covid-19 

Kebijakan penanganan Covid-19 dilakukan dengan karantina 

kesehatan. Kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan 

menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko 

kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan 

kesehatan masyarakat. (Vide: Pasal 1 angka (1) UU Kekarantinaan 

Kesehatan/UUKK). Secara expressis verbis (banyak kata, secara 

tegas), pasal tersebut menjelaskan bahwa upaya penanggulangan 

suatu wabah dengan menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan.  

Secara politis, kebijakan ini dibentuk untuk memenuhi salah 

satu hak warga negara Indonesia, yakni hak atas kesehatan (Right to 

Health). Hak tersebut secara konstitusional diatur dalam Pasal 28H 

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup 

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan”. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

(UU HAM), bahwa: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup 

yang baik dan sehat”. Oleh karena itu, diperlukan akses pemenuhan 

hak melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di masa 

pandemi Covid-19. 

Dalam   rangka menanggulangi   wabah   pandemi Covid   19, 

pemerintah   telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19. 

KEBIJAKAN KESEHATAN PADA 

MASA PENDEMI COVID-19  

DAN PENGATURAN 

PERLINDUNGAN HAK ANAK 
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BAB 

4 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHA TAN ANAK DAN TANGGUNGJAWAB  NEGARA PADA MASA PENDEMI  COVID-19 DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SERTA UNDAN G-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN  

 

 

A. Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Anak Menurut 

Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Masa 

Pendemi Covid-19 

Hak anak adalah hak asasi manusia yang sudah melekat sejak 

dilahirkan di dunia maupun yang masih di dalam kandungan 

berdasarkan hukum yang tertera serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku seperti hak asasi manusia mengenai hak 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara 

utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 

oleh siapapun berdasarkan undang-undang sebagai penjamin 

sehingga kelak dapat berguna bagi nusa bangsa, agama, serta 

keluarga. 

Perlindungan bagi anak merupakan bagian dari pelaksanaan 

perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini Deklarasi Universal 

Hak Asasi Manusia113 menyatakan sebagai berikut: 

  

 
113Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Bahasa Inggris: 

Universal Declaration of Human Rights ; singkatan: UDHR) adalah sebuah 

pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan 

Bangsa-Bangsa (A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris). 

Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan 

Majelis Umum PBB tentang jaminan hak hak asasi manusia (HAM) kepada 

semua orang. 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

KESEHATAN ANAK DAN TANGGUNGJAWAB 

NEGARA PADA MASA PENDEMI COVID-19 

DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 

2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SERTA 

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 

TENTANG KESEHATAN 
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KESIMPULAN 

 

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, perlindungan hukum 

terhadap kesehatan anak di Indonesia, yang diatur dalam Undang-

Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak, terbukti belum memadai karena 

kurangnya protokol terintegrasi khusus untuk anak-anak. Ini 

menunjukkan kebutuhan mendesak akan mekanisme perlindungan 

negara yang lebih kuat dalam UU Perlindungan Anak. Demikian pula, 

tanggung jawab negara dalam memenuhi perlindungan kesehatan 

anak selama pandemi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 35 Tahun 2014, 

masih belum jelas dan memerlukan kebijakan darurat yang lebih 

progresif. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengembangan protokol 

kesehatan yang terintegrasi dan eksklusif untuk anak-anak, yang 

mempertimbangkan kerentanan mereka terhadap COVID-19, serta 

reformulasi dan penegasan norma dalam UU Perlindungan Anak dan 

UU Kesehatan. Ini harus mencakup kebijakan khusus yang 

menawarkan stimulus kesehatan dan dukungan lainnya, seperti obat-

obatan terjangkau dan layanan kesehatan gratis, untuk memastikan 

bahwa kebutuhan pokok dan kesehatan anak-anak terpenuhi selama 

masa krisis ini. 
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